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PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  di  Kampung Lubuk,  27  April  1989,  agama

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1,

tempat kediaman di  XXXX, Provinsi Jambi, sebagai

Penggugat;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Kuala Tungkal, 30 Mei 1989, agama Islam,

pekerjaan  Pedagang,  pendidikan  S1,  tempat

kediaman XXXX, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  10 Juli  2023

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga

dengan register perkara Nomor  278/Pdt.G/2023/PA.Bko, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal  6  Oktober  2021,  Penggugat  dan Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  di  catat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah pada Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan  XXXX,  Kabupaten

Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta

Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 6 Oktober 2021; 
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2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Provinsi Jambi dan setelah

menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya

suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia keturunan; 

3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021, rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  tidak rukun lagi  disebabkan perselisihan dan pertengkaran

sebagai berikut:

a. Tergugat  sering  kali  mengumbar  permasalahan  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  kepada  tetangga  Penggugat  dengan

Tergugat dan ketika penggugat menasehati Tergugat akan hal tersebut,

akan  tetapi  Tergugat  tidak  pernah  mau  mendengarkan  nasehat

Penggugat dan dikarenakan hal ini juga membuat rasa cinta penggugat

mulai hilang kepada Tergugat; 

b. Tergugat tidak mau jujur perihal keuangan rumah tangga kepada

Penggugat,  yang  mana  dikarenakan  hal  ini  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; 

4. Bahwa  pada  bulan  Februari  2022,  yang  mana  pada  bulan

November  2021  Tergugat  meminta  izin  kepada  Penggugat  untuk  pergi

bekerja ke Daerah Tembilahan Penggugat mengizinkan dan Tergugat pun

pergi, hingga pada bulan Desember 2021 Penggugat juga pergi bekerja ke

Daerah Jawa, pada awalya komunikasi Penggugat dengan Tergugat masih

berjalan lancar dan Tergugat pun masih mengirimi  nafkah lahir sejumlah

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat, namun pada bulan

Februari  2022  Tergugat  tidak  pernah  mengabari  Penggugat  serta  tidak

mengirimi  nafkah lahir  lagi  kepada Penggugat  yang menyebabkan sejak

saat  itu  Penggugat  dengan  Tergugat  putus  komunikasi  dan  sekarang

Penggugat  menetap  tinggal  di  rumah  kediaman  orang  tua  Penggugat, 

sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman orang

tua Tergugat sebagaimana kediaman Penggugat dengan Tergugat seperti

yang tersebut di atas; 

5. Bahwa sejak bulan  Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat

berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir

serta  Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama
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itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan

kewajiban  sebagai  suami  istri  yang  hingga  kini  sudah  berjalan  1  (satu)

tahun 5 (lima) bulan; 

6. Bahwa  setelah  pisah  kedua  belah  pihak  keluarga  Penggugat  dan

Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat

yang  bertempat  di  rumah  kediaman  orang  tua  Pengggugat  di  XXXX,

Provinsi  Jambi,  namun  Penggugat  dengan  Tergugat  sepakat  untuk

berpisah; 

7. Bahwa  atas  sikap  Tergugat  tersebut  Pengugat  merasa  sudah  tidak

sanggup lagi hidup  berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan

perceraian adalah jalan yang terbaik; 

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil  di  atas, telahp cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam

pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Bangko

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (XXXX)  terhadap

Penggugat (XXXX);  

3. Menetapkan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;  

Subsider

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain,  mohon  untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  menyuruh

orang  lain  untuk  hadir  sebagai  wakilnya,  meskipun  Tergugat  telah  dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedang  tidak  ternyata  bahwa  tidak  hadirnya  itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
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Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Penggugat  agar

rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat

tidak  hadir  di  persidangan,  maka  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

sebagaimana  ketentuan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur

Mediasi  di  Pengadilan  sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap  litigasi

yang  tertutup  untuk  umum  dengan  diawali  pembacaan  surat  gugatan

Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar

keterangannya  sehingga  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil  gugatannya, Penggugat mengajukan

bukti sebagai berikut:

A. Surat:

 Fotokopi  Kutipan Akta Nikah atas nama  XXXX dengan  XXXX,  Nomor

XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXX

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 06 Oktober 2021. Bukti surat

tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya,

bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut

diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXX,  umur 25 tahun,  agama Islam, pendidikan D3,  pekerjaan

Karyawan BUMN, tempat kediaman di  XXXX,  Provinsi  Jambi.  Dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat; 

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat.  Tergugat  adalah  suami

Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tanggal  06  Oktober

2021; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di  rumah

orang tua Penggugat di XXXX; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun  dan  damai,  namun  sejak  bulan  Oktober  2021  rumah  tangga
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mereka  mulai  tidak  harmonis.  Mulai  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

terjadi  karena Tergugat  sering kali  mengumbar permasalahan rumah

tangga  kepada  tetangga  Penggugat,  dan  Tergugat  tidak  mau  jujur

perihal keuangan rumah tangga kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan

Tergugat  bertengkar.  saksi  mengetahui  perihal  pertengkaran tersebut

dari cerita Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak  bulan

Februari 2022. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak

pernah kembali hingga sekarang; 

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada

komunikasi lagi di antara keduanya. Tergugat tidak lagi memperdulikan

Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa pihak keluarga belum berupaya untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat,  namun Tergugat telah terlebih dahulu datang bersama

pamannya  ke  kediaman  orang  tua  Penggugat  untuk  menyatakan

bahwasanya Tergugat sudah tidak bisa lagi  berumah tangga dengan

Penggugat;

2. XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  XXXX,  Provinsi  Jambi. Dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat; 

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat.  Tergugat  adalah  suami

Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tanggal  06  Oktober

2021; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di  rumah

orang tua Penggugat di XXXX; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun  dan  damai,  namun  sejak  bulan  Oktober  2021  rumah  tangga
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mereka  mulai  tidak  harmonis.  Mulai  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

terjadi karena Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan jarak jauh,

Penggugat  di  Sukabumi  Jawa  Barat,  sedangkan  Tergugat  di

Tembilahan,  Tergugat  malah  menceritakan  permasalahan  rumah

tangganya  kepada  tetangga,  dan  Tergugat  tidak  mau  jujur  perihal

keuangan  rumah  tangga  kepada  Penggugat,  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan

Tergugat  bertengkar.  saksi  mengetahui  perihal  pertengkaran tersebut

dari cerita Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak  bulan

Februari 2022. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak

pernah kembali hingga sekarang; 

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada

komunikasi lagi di antara keduanya. Tergugat tidak lagi memperdulikan

Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa  pihak  keluarga  belum  ada  bertemu  untuk  berunding  karena

sudah terlebih dahulu Tergugat datang ke rempat keluarga Penggugat

bersama  paman  Tergugat  untuk  menyatakan  bahwasanya  Tergugat

sudah tidak bisa berumah tangga lagi bersama Penggugat;

Bahwa  terhadap  keterangan  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

tidak  akan  mengajukan  pertanyaan  kepada  saksi,  dan  menyatakan  tidak

mengajukan  bukti  tambahan  lagi  dan  mengajukan  kesimpulan  yang  pada

pokonya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang

berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang

dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat dan  Tergugat telah  dipanggil  untuk

menghadap  ke  persidangan  dan  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut  telah dilaksanakan secara

resmi  dan  patut  dan  pihak  Penggugat in  person  datang  menghadap  di

persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain

sebagai  wakil  atau  kuasanya  dan  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh

karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir  dan perkara ini  telah

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan

Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  hadirnya  Tergugat  maka  perkara

aquo tidak  dapat  dilakukan mediasi  sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada

tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap

mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  permasalahan  dalam  perkara  ini

pada  pokoknya  Penggugat  mohon  diceraikan  dari  Tergugat  dengan  alasan

bahwa rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  sejak

bulan  Oktober  2021  karena  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan  Tergugat  sering  kali  mengumbar  permasalahan  rumah  tangga

kepada tetangga Penggugat,  dan Tergugat tidak mau jujur perihal  keuangan

rumah tangga  kepada  Penggugat,  yang  mana dikarenakan  hal  ini  Tergugat

tidak  pernah  memberikan  nafkah  lahir  kepada  Penggugat  yang  akibatnya

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan

Februari 2022 hingga sekarang;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  dengan

demikian ketidakhadiran  Tergugat tersebut menurut hukumnya,  Tergugat telah
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dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara

ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  apakah  gugatan  Penggugat

beralasan  hukum  dan  tidak  melawan  hak,  Majelis  Hakim  perlu

mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena

adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah,

juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan

dan  pertengkaran,  maka  Majelis  Hakim  wajib  mendengar  keterangan  saksi

keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan

bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua)

orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  P merupakan  fotokopi  akta  autentik,

yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai

cukup,  setelah  diperiksa  dan  dicocokkan  dengan  aslinya  dan telah  ternyata

sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1)

dan  (2)  R.Bg.  jo. pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  1985

tentang Bea Materai  dan pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24

tahun  2000  tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Materai  dan  Besarnya  Batas

Pengenaan  Harga  Nominal  Yang  Dikenakan  Bea  Materai,  Majelis  Hakim

menilai  bahwa alat  bukti  tertulis  tersebut  harus dinyatakan sah sebagai  alat

bukti  dan  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  oleh  karena  itu  patut

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah),

maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti  sebagai  suami istri

yang  sah.  Dengan  demikian  Penggugat  memiliki  legal  standing untuk

mengajukan  gugatan  cerai  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  14  Peraturan

Pemrintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  terhadap  kesaksian  kedua  saksi  di  atas,  oleh

karena  telah  memenuhi  syarat  formil kesaksian  yakni  keduanya  merupakan

orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka

persidangan  dan  dibawah  sumpah,  secara  materiil  kesaksian  kedua  saksi

tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-

sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

yang  sudah  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308

ayat (1) dan pasal 309  R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan

dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,  bukti  P dan

keterangan  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum yang

disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena

Tergugat  sering  kali  mengumbar  permasalahan  rumah  tangga  kepada

tetangga Penggugat, dan Tergugat tidak mau jujur perihal keuangan rumah

tangga kepada Penggugat, yang mana dikarenakan hal ini Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan

Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo. Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam,  bahwa  suatu  gugatan  cerai  dipandang  beralasan  hukum  dan  tidak

melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f).  “Suami

istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan

secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut
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dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat

dan  Tergugat  juga  telah  berpisah  tempat  tinggal  sekurang-kurangnya  sejak

bulan  Februari  2022  hingga  sekarang  sehingga  sudah  tidak  dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta

pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun

lagi  dengan Tergugat,  namun tidak  berhasil,  maka secara  kontekstual  patut

dimaknai  sebagai  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga,  hal

tersebut sebagaimana ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka

1 huruf b yang tertuang dalam Surat Edaran Mahamah Agung (SEMA) Nomor 1

Tahun  2022  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar

Mahkamah Agung  Tahun  2022  Sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Bagi

Peradilan yang berbunyi  “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami/istri

berselisih  dan bertengkar  terus menerus atau telah  berpisah tempat  tinggal

selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang,  bahwa  fakta  tentang  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat

sulit  untuk dirukunkan kembali  sesungguhnya telah dapat  dijadikan indikator

bahwasanya rumah tangga tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

dan kekal, sesuai maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian

yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah  terbukti  dan  telah memenuhi unsur

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal

19 huruf  (f),  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut

beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai,

sehingga  perceraian  ini  adalah  untuk  yang  pertama  kali,  maka  gugatan
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Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba’in shughra  sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  dan  gugatan  Penggugat  tidak  melawan hak  atau  bertentangan

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan

Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah

diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan  yang

berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (XXXX)  terhadap

Penggugat (XXXX); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Bangko pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  20  Muharram  1445  Hijriah  oleh  Dr.  Salman,  S.H.I.,  M.A

sebagai Ketua Majelis,  Dra. Hj. Ermiwati B dan  Muhammad Aulia Ramdan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daenuri,  S.Sy.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hudori, S.Ag.,

M.H sebagai  Panitera,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat tanpa  hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota, 

dto.

Dra. Hj. Ermiwati B

Hakim Anggota,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.
Panitera,

dto.

Hudori, S.Ag., M.H

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 490.000,00
-  PNBP Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp                10.000,00  
J u m l a h : Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).
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